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BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024,

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagairréana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabéxpaten Demak.

Bupati adalah Bupaiti Demak.

4. Pemerintah Daeré.h adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Perilerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan uruisan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang
selanjutnya disebuit DPRD adalah lembaga perwakilan
rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemérintahan Daerah Kabupaten Demak.
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6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas pendapatan Daerah,
belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian
sebagai berikut: ‘
a. pendapatan Daerah :  Rp2.568.237.455.590,00
b. belanja Daerah : Rp2.637.350.232.650,00
c. pembiayaan Daerah :
a. penerimaan pembiayaan: Rp 72.112.777.360,00
b. pengeluaran pembiayaan: Rp 3.000.000.000,00

jumlah pembiayaan Netto : Rp 69.112.777.360,00

sisa lebih pembiayaan

anggaran Daerah : Rp 0,00
Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah : Rp 484.450.000.000,00
b. pendapatan transfer : R2.075.177.455.590,00
c. lain-lain pendapatan : R 8.610.000.000,00

Daerah yang sah

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak Daerah : Rp 181.775.343.575,00
b. retribusi Daerah : Rp  25.675.296.800,00
c. hasil pengelolaan : Rp 30.782.588.300,00
kekayaan Daerah yang
dipisahkan

d. lain-lain pendapatan : Rp 246.216.771.325,00
asli Daerah yang sah

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
a. transfer pemerintah pusat :Rpl.805.461.997.000,00
b. transfer antar daerah :Rp 269.715.458.590,00



(38) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢, bersumber dari:
a. pendapatan hibah : Rp 8.610.000.000,00
b. lain-lain pendapatan : Rp 0,00
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasional : Rp 1.893.854.895.627,00

b. belanja modal :Rp 309.642.935.143,00

c. belanja tidak terduga :Rp 5.000.000.000,00

d. belanja transfer :Rp 428.852.402.180,00
Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a terdiri atas:

a. belanja pegawai : Rp 1.042.546.550.565,00
b. belanja barang jasa :Rp 705.986.267.162,00
c. belanja bunga : Rp 0,00
d. belanja subsidi :Rp 0,00
e. belanja hibah :Rp 130.216.077.900,00
f. belanja bansos :Rp 15.106.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal S
huruf b terdiri atas:
a. belanja modal tanah : Rp 0,00
b. belanja modal : Rp  75.783.655.235,00
peralatan dan mesin
c. belanja modal gedung : Rp  55.478.098.700,00
dan bangunan

d. belanja modal jalan, : Rp 171.507.000.000,00
jaringan, dan irigasi

e. belanja modal aset : Rp 6.839.181.208,00
tetap lainnya

f. belanja modal aset : Rp 35.000.000,00
lainnya

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf ¢, terdiri atas:
Belanja Tidak Terduga : Rp 5.000.000.000,00
Belanja transfer sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
a. belanja bagi hasil : Rp  20.917.869.680,00
b. belanja bantuan : Rp 407.934.532.500,00
keuangan



Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c, terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan : Rp  72.112.777.360,00

b.

(1)

pengeluaran pembiayaan : Rp 3.000.000.000,00

Pasal 8

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. sisa lebih perhitungan : Rp 72.112.777.360,00
anggaran tahun sebelumnya

b. pencairan dana cadangan : Rp 0,00

c. hasil penjualan kekayaan : Rp 0,00
Daerah yang dipisahkan

d. penerimaan pinjaman : Rp 0,00
Daerah

e. penerimaan kembali : Rp 0,00
pemberian pinjaman Daerah

f. penerimaan pembiayaan : Rp 0.00

lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. pembentukan dana cadangan: Rp 0,00

b. penyertaan modal : Rp3.000.000.000,00

c. pembayaran cicilan pokok : Rp 0,00
utang yang jatuh tempo

d. pemberian pinjaman Daerah : Rp 0,00

e. pengeluaran pembiayaan : Rp 0,00

lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran
melebihi pagu yvang ditetapkan dalam Peraturan Daerah
ini, yang selanjutnya dimasukan dalam APBD Tahun
Anggaran 2024, dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran keadaan
darurat.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial

dan/atau kejadian luar biasa;



pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

1.

kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, terdiri atas:

a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

b. Lampiran II Ringkasan APBD vyang Diklasifikasi

Menurut Urusan Pemerintahan Daersh
dan Organisasi;

c. Lampiran III Rincian APBD  Menurut  Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan

Pemerintahan  Daerah,  Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan beserta Keluaran;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangsn
Negara;

f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan

SPM;

g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD

dengan APBD;



h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD; dan

i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional
dan Prioritas Provinsi Dengan Program
Prioritas Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD tahun
anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan
APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 22 Desember 2023

UPRATI DEIF/IAK,

(e

-

ISTTTANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD S HARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : ( 13 - 359 / 2023 )



